





Jakarta, 6 Juni 1990
Nomor
: 820/1908/PUOD

Kepada

Sifat

: SEGERA


Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah 

Lampiran
:




 Tingkat  I
 

Perihal
: Prosedur perpindahan
        2. Sdr. Bupati/Walikotamadya


            Pegawai Negeri Sipil 

  Kepala Daerah Tingkat II



  antar Instansi.

       di SELURUH INDONESIA
Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Daerah khususnya pembanguan perkotaan, Pemerintah Daerah harus difungsikan dan ditingkatkan kemampuannya dalam merencanakan, melaksanakan dam mengelola program prasarana perkotaan, diantaranya program pengembangan dan pengelolaan penyediaan air bersih.

Namun mengingat keterbatasan kemampuan yang dihadapi Pemerintah Daerah antara lain untuk memenuhi Pegawai, maka agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya lebih berdaya guna dan berhasil guna bilamana Pegawai tersebut pada Pemerintah Daerah belum tersedia dimungkinkan memperoleh bantuanPegawai dari Pemerintah Pusat cq. Departemen Tehnis.
Sehubungan dengan hal itu dalam kaitan pelaksanaan perpindahan Pegawai dibidang air minum, khususnya yang akan diperbantukan atau dipekerjakan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bersama ini dengan hormat diminta perhatian Saudara agar dalam setiap pelaksanaan pemindahan selalu berpedoman dan mematuhi prosedur yang berlaku terhadap proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminadahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain :

1. Pemerintah Daerah yang memerlukan Pegawai Negeri Sipil antar Departemen Tehnis untuk ditempatkan pada PDAM, agar menghubungi pimpinan Departemen Tehnis yang bersangkutan untuk meminta persetujuannya.

2. Berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan tersebut diatas, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal.

3. Berdasarkan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tersebut Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menerbitkan Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan antara lain disampaikan kepada pimpinan Departemen Tehnis, sebagai bahan penetapan Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan.

Dengan telah beralihnya jenis Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil tersebut, selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang memerlukan tenaga menetapkan Keputusan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan PDAM.
4. Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang akan ditempatkan pada PDAM dengan jabatan anggota Direksi baik untuk PDAM Tingkat I maupun PDAM Tingkat II sebelum ditetapkan dalam Surat Pengangkatan Direksi terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal PUOD, selanjutnya proses pengangkatannya agar berpedoman pada Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tanggal 8 Nopember 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PDAM.

Akhirnya bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Instansi yang telah ditempatkan pada PDAM tetapi belum memenuhi prosedur perpindahan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, agar segera melaksanakan ketentuan tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan terima kasih.

AN. MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL

NUGROHO.

TEMBUSAN YTH.

1. Sdr. Kepala BAKN di Jakarta.

2. Sdr. Dirjen PUOD Dep. Dalam Negeri di Jakarta.

3. Sdr. Sekjen Dep. Pekerjaan Umum di Jakarta.

